PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 171 Tahun 2016, tanggal 7 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
168 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah den-
gan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016
telah diatur mengenai Pedoman Rukun Tetangga
dan Rukun Warga;

bh. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan
masyarakat serta meningkatkan peran dan fungsi
Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam mendu-
kung penyelenggaraan pemerintahan, pembangu-
nan dan pelayanan masyarakat Peraturan Guber-
nur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan
tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pem-
bangunan dan pelayanan masyaraka'g sehingga
perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Ru-
kun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus |bukota

«Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beber-
apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Ke-

masyarakatan;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Lembaga Musyawarah Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

"PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN RU-
KUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus tbukota
Jakarta. ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah atau
Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemer-
intahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom. ;

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah

Khusus lbukota Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut-
nya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai lembaga perwakilan rakyat yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Ad-
ministrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khu-
sus |Ibukota Jakarta.

7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulavan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu-
kota Jakarta.
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Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

Kelurahan adalah Kelurahan di Frovinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Camat adalah Kepala Kecamatan di Provinsi Dae-
rah Khusus |bukota Jakarta.

Lurah adalah Kepala Kelurahan di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjut-
nya disingkat LMK adalah Lembaga Musyawarah |

Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja-
karta. :

Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain
adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Lurah dalam memberdayakan masyarakat. -

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT !

adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk
meialui Musyawarah RT setempat dalam rangka
pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pemban-
gunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Lurah.

Rukun Warga vang selanjutnya disingkat RW
adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan meru-
pakan lembaga yang dibentuk melalui Musy-
awarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan
oleh Lurah.

Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut
Pengurus RW adalah Ketua, Sekretaris, Benda-

_hara dan Bidang yang ada di kepengurusan RW

yang ditetapkan oleh Lurah.

Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya dise-
but Pengurus RT adalah Ketua, Sekretaris, Ben-
dahara dan Bidang yang ada di kepengurusan RT
yang ditetapkan oleh Lurah.

Musyawarah adalah pembahasan bersama den-
gan maksud mencapai keputusan yang terbaik
untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian
atau pemecahan masalah.

Musyawarah Rukun Tetangga yang selanjutnya
disebut Musyawarah RT adalah kegiatan musy-
awarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga
warga RT yang tercantum dalam setiap Kartu Ke-
luarga RT setempat.

Musyawarah Rukun Warga yang selanjutnya
disebut Musyawarah RW adalah kegiatan musy-
awarah mufakat yang terdiri dari Pengurus RW
dan Pengurus RT ditambah paling sedikit 3 (tiga)
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orang tokoh masyarakat masing masing RT yang
dipilih dalam Musyawarah RT. :

Tokoh Masyarakat adalah orang yang dituakan,
ditaulad\ani dan mempunyai pengaruh yang diakui
oleh masyarakat setempat. .

Keluarga adalah sesecrang atau sekelompok
orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau
orang lain yang tinggal dalam 1 (satu) rumah/ban-
gunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
Kepala Keluarga adalah penanggung jawab ang-
gota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Kelu-
arga.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK
adalah kartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DK| Jakarta.

Warga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut
Warga RT adalah penduduk setempat yang ber-
tempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK
pada RT setempat.

Warga Rukun Warga yang selanjutnya disebut
Warga RW adalah Kesatuan Warga RT dalam 1
(satu) RW. )

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan
Crang Asing yang bertempat tinggal di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penduduk Rukun Tetangga/Penduduk Rukun
Warga yvang selanjutnya disebut Penduduk RT/
RW adalah warga RT/RW dan penduduk yang
bertempat tinggal namun tidak terc‘:'atat dalam KK
pada RT/RW setempat.

Pembentukan RT dan/atau RW adalah pemben-
tukan corganisasi ketetanggaan dan kewargaan
yvang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat
di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh
Lurah.

Pemecahan RT dan/atau RW adalah kegiatan

-membagi RT dan/atau RW menjadi 2 (dua) atau

lebih dalam 1 (satu) RT atau RW baru karena
melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga
atau jumlah RT yang ditetapkan oleh Lurah.
Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatu-
an RT dan/atau RW ke RT lain dalam 1 {satu) RW
dan/atau RW lain yang berdekatan dalam 1 (satu)
Kelurahan. - .

Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan |
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{1)

(2)

meniadakan RT dan/atau RW dikarenakan pena-
taan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/
atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya
RT/RW.

Pembinaan adalah pemberian pedoman, stan.dar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengem-
bangan, bim:Dingan, pendidikan dan pelatihan,
konsultasi, supervisi, maonitoring, pengawasan
umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggara-
an tugas, fungsi dan kewajiban RT/RW di Kelura-
han.

Pengawasan adalah proses kegiatan yang dituju-
kan untuk menjamin agar penatakelolaan RT dan
RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai den-
gan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. . ‘
Pemberdayaari Masvyarakat adalah suatu strategi
yang digunakan dalam pembangunan masyarakat
sebagai upaya untuk mew-ujudkan kemampuan
dan kemandirian dalam kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa dan bernegara.

Careteker adalah orang yang ditunjuk untuk men-
empati jabatan untuk sementara waktu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjuthya dising-
kat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Provmsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB I
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
RT dan/atau RW berkedudukan sebagai Lembaga
Kemasyarakatan yang dibentuk atas Drakarsa
masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah
melalui musyawarah dan mufakat.
RW terdiri atas beberapa RT dan untuk RT terdiri
atas beberapa Kepala Kefuarga.
RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibina oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3 }

Maksud dibentuknya RT dan/atau RW adalah un-
tuk membantu Lurah dalam pelaksanaan penye-
lenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan,
sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan ma-
syarakat. :

Tujuan dibentuknya RT dan/atau RW adalah un-
tuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai ke-
hidupan yang luhur yang berdasarkan kerukunan,

'ENUMU.‘ PERATURAN PEMERI

kegotong-royongan dan kekeluargaan antar tet-
_angga dan warga dilingkungannya.

BAB Ili

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN

(1)

(2)

(3)

(4}

DAN PENGHAPUSAN
Bagian Kesatu
Pembentukan RT dan/atau RW
Pasal 4
Pada Kelurahan dibentuk RT dan/atau RW dengan
batas administrasi wilayah yang dipetakan dan
ditetapkan cleh Lurah.
Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musy-
awarah dan mufakat warga untuk diusulkan ke-
pada Lurah.
Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musy-
awarah pengurus RT dalam rencana wilayah kerja
RW yang akan dibentuk dan diusulkan kepada Lu-
rah. I
Pembentukan RT dan/atau RW sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dan ayat (3} difasilitasi dan
dite-Japkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat
pembentukan RT dan/atau RW.

Pasal 5
Syarat pembentukan RT dan/atau RW seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), sebagai
berikut :

a.

(1)

(2)

setiap RT terdiri dari paling sedikit 80 (delapan
Duluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 160
(seratus enam puluh) Kepala Keluarga dalam 1
(satu) cakupan batas wilayah tertentu; dan
setiap RW terdiri dari paling sedikit 8 (delapan)
RT dan paling banyak 16 {enam belas) RT dalam
1 {satu) cakupan batas wilayah tertentu.

Pasal 6

Pembentukan RT dan/atau RW pada lokasi/la-
han sengketa dan/atau tanah sarana/prasarana
fasilitas umum, lahan milik orang lain/lahan milik
negara, milik badan usaha tanpa harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5.

Dalam hal pembentukan RT dan/atau RW seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lurah

dapat menetapkan RT dan/atau RW pada lokasi
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(3)

(1)

{2)

(3)

(4)

{1

(2
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‘tersebut dengan memperhatikan aspek kemanu-

siaan, pelayanan masyarakat, pemerintahan dan
administrasi kependudukan dengan Keputusan
Lurah atas persetujuan Camat.

Pembentukan RT dan/atau RW sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), tidak berkaitan dengan
pengakuan terhadap status kepemilikan lahan
pada lokasi tersebut.

Pasal 7
Pembentukan RT dan/atau RW dalam wilayah
Kabupaten Administrasi menyesuaikan kebutu-
han dan kondisi setempat tanpa harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5.
Pembentukan RT dan/atau RW pada rumah su-
sun, kondominium, asrama, apartemen, Ruko/Ru-
kan, Flat atau sejenisnya menyesuaikan kebutu-
han dan kondisi bangunan setempat tanpa harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.
Dalam hal di lingkungan rumah susun, kondomin-
ium, apartemen dan flat atau sejenisnya baru ter-
bentuk/terbangun maka RT dan/atau RW mengin-
duk/bergabung dengan RT dan/atau RW terdekat
yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
Dalam hal rumah susun, kondominium, aparte-
men, dan flat atau sejenisnya yang berdasarkan
kebutuhan dan kondisi bangunan perlu dibentuk
RT dan/atau RW sendiri, maka Lurah berkoordi-
nasi dengan pengelola gedung atau pengurus Per-
himpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah
Susun {(P3SRS) dengan tetap memenuhi per-
syaratan dan mekanisme pemilihan pengurus RT
dan/atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

Pasal 8 '

Apabila terjadi permasalahan dalam hal pemili-
han pengurus RT dan/atau RW dan/atau ada per-
masalahan Tain yang dinilai dapat mengganggu
pelayanan masyarakat, maka Lurah dapat menun-
juk Careteker dari PNS sampai dengan terben-
tuknya kepengurusan RT dan/atau RW yang baru
dan jabatan Careteker paling lama 3 (tiga) bulan
dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.

Careteker Ketua RT dan/atau RW sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} mempunyai hak dan ke-

wajiban yang sama sebagaimana Ketua RT dan/
atau RW definff.

(3) Careteker Ketua RT dan/atau RW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat di be-
berapa lokasi RT dan/atau RW dan membentuk
kepengurusan sementara RT dan/atau RW yang
berasal dari pengurus Perhimpunén Pemilik dan
Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Pemilik/
penghuni yang ditetapkan dengan Keputusan Lu-
rah.

Bagian Kedua
Pemecahan dan Penggabungan RT dan/atau RW
. Pasal 9 {

(1) RT dan/atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan dapat
dipecah menjadi 2 (dua)} atau lebih RT dan/atau
RW baru, atau digabung dengan RT dan/atau RW
lain yang berdekatan.

(2) Pemecahan dan/atau penggabungan RT seb-
agaimana dimaksud phda ayat (1) diselenggara-
kan berdasarkan hasil Musyawarah RT untuk diu-
sulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.

{3) Pemecahan dan/atau penggabungan RW seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) diselengga-
rakan berdasarkan hasil Musyawarah RW untuk
diusulkan kepada Lurah.

(4) Pemecahan dan/atau penggabungan RT dan/
atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Lurah setelah memenuhi syarat
pembentukan RT dan/atau RW.

Pasal 10

(1} Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1) dapat dilakukan |
antara RT dengan RT dalam 1 (satu) RW, atau
antara RT dengan RT dalam RW yang berbeda,
sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.

(2) ' Penggabungan RT dalam 1 (satu} RW dilak-
sanakan dengan didahului Musyawarah RT yang
akan digabungkan, kemudian dimusyawarahkan
melalui Musyawarah RW setelah dikonsultasikan
kepada Lurah.

Pasal 11
(1) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilak-
sanakan melalui musyawarah secara berjenjang,
sebagai berikut : 4
a. dimulai dalam Musyawarah RT masing-mas-
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ing yang akan digabungkan, dengan dipimpin
oleh Ketua RW bersangkutan dan dihadiri
paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta
Musyawarah RT di lingkungan RT masingma-
sing; dan

b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud
pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk
difasilitasi dan dimusyawarahkan di tingkat
Kelurahan.

{2) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh Pen-
gurus RT dan RW terkait dengan perwakilan pal-
ing sedikit 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat
di masing-masing RT yang akan digatfungkan.

(3) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2} dituangkan
dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Lurah. :

Pasal 12

(1) Penggabungan RW dilaksanakan melalui musy-
awarah secara berjenjang, sebagai berikut :

a. dimulai dalam Musyawarah RW masing-ma-
sing yang akan digabungkan dihadiri paling
sedikit oleh 2/3 {dua pertiga) peserta Musy-
awarah RW yang bersangkutan; dan

b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud
pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk
difasilitasi dan dimusyawarahkan di tingkat
Kelurahan.

{2) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh
Pengurus RW terkait dengan perwakilan paling
sedikit 10 (sepuluh) orang tokoh masyarakat di
masing-masing RW yang akan digabungkan.

{3) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2} dituangkan
dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Lurah,

Bagian Ketiga
Penghapusan
Pasal 13
{1} Penghapusan RT dan/atau RW dilakukan dengan
meniadakan RT dan/atau RW yang sudah ada
karena perubahan peruntukan tanah/lahan, pe-
nataan kota dan/atau tidak terpenuhinya syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

— PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

{2} Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Lurah dengan memperhati-
kan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan
kepatutan dalam pemerintahan setta pelayanan
masyarakat.

Pasal 14

(1) Pembentukan, pemecahan atau penggabungan
dan penghapusan RT dan/atau RW ditetapkan
oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.

(2) Keputusan lLurah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan per-
setujuan Camat.

(3) Pembentukan, pemecahan atau penggabungan
dan penghapusan RT dan/atau RW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas
usul/prakarsa masyarakat melalui RT/RW dan/
atau atas inisiatif Lurah dengan pertimbangan
penataan administrasi pemerintahan dan kewil-
ayahan guna peningkatan pelayanan kepada ma-
syarakat.

Pasal 15

Dalam hal jumlah Kepala Keluarga dan jum-
lah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak
terpenuhi atau melebihi jumlah batas Kepala Keluar-
ga atau jumlah RT, maka Lurah dengan persetujuan
Camat dapat mempertimbangkan untuk dapat dan/
atau tidak melakukan pemecahan atau penggabungan
dan penghapusan dengan mempertimbangkan prinsip
efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam
pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16
{1) Penduduk RT/RW terdiri dari Warga RT/Warga
RW dan penduduk yang bertempat tinggal naniun
tidak tercatat dalam KK RT/RW setempat.
(2} Warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligus menjadi Warga RW setempat.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak
Pasal 17
{1} Setiap Penduduk RT/RW mempunyai kewajiban
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(2)

(3
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sebagai berikut :

a. melaksanakan segala keputusan Musyawarah
RT dan/atau keputusan Musyawarah RW:;

b. mendukung dan membantu tugas Pengurus
RT dan/atau Pengurus RW; dan

c. turut serta secara aktif menjaga lan mencip-
takan kerukunan kekeluargaan dan kegotong-
royongan dalam bermasyarakat.

Setiap Penduduk RT/RW yang menetap dan tidak

tercatat dalam KK pada RT/RW setempat, wajib

lapor serta untuk tamu yang bermalam/mengi-
nap diberitahukan oleh warga/tuan rumah kepada

Ketua RT setempat dalam waktu 1 x 24 jam.

Setiap Penduduk RT/RW mempunyai hak sebagai

berikut :

a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan;

b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari
Pengurus RT dan/atau RW; dan ‘

¢c. menggunakan dan memelihara barang-barang
inventaris RT dan/atau RW dengan sebaik-
baiknya..

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Kewajiban RT dan atau RW
Pasal 18.
RT/RW mempunyai tugas membantu Lurah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pern-
bangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan
masvyarakat.

Pasal 19
RT/RW dalam melaksanakan tugas seb-

| agaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fung-

a.

54

St

pendataan kependud-ukan dan pelayanan admin-
istrasi pemerintahan lainnya;

pemetitharaan keamanan, ketertiban dan keruku-
nan hidup antar warga;

. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pern-

bangunan dengan mengembangkan aspirasi dan
swadaya murni masyarakat; dan

penggerak swadaya gotong royong dan partisi-
pasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 20

{1} Selain tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

(2)

(1)

(2)

(3)

19, RT/RW mempunyai kewaijiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pan-
casila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik indonesia;

b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepa-
da masyarakat sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan; )

c. menjalin hubungan kemitraan dengan berb-
agai pihak yang terkait;

d. mentaati ketentuan peraturan perundang-un-
dangan;

e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan :
bermasyarakat; dan

f. melaporkan perkembangan kejadian dan per-
masalahan di wilayah melalui program aplikasi
yang terdapat dalam Jakarta Smart City.

Ketentuan mengenai pelaporan perkembangan

kejadian dan permasalahan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

BAB V
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Susunan Kepengurusan
Pasal 21
Pengurus RT terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan

d. Bidang.
Pengurus RW terdiri dari :
a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan P

d. Bidang. ;

Bidang pada Pengurus RT dan/atau Pengurus RW
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan
ayat (2} huruf d dapat dibentuk sesuai dengan
kebutuhan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak Pengurus RT

(1)

dan/atau Pengurus RW
Pasal 22
Ketua RT dan/atau Ketua RW sebagaimana di-
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(2)

(4)

maksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat

(2) huruf a, mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan
tugas serta fungsi yang menjadi tanggung
iawab dan wewenang RT dan/atau RW;

b. mengendalikan pengelolaan keuangan dan
kekayaan RT dan/atau RW;

c. mewakili lembaga dalam melaksanakan
hubungan kerja ke Iuar lembaga;

d. menandatangani surat-surat yang menjadi ke-
wenangannya;

e. membantu dan memperlancar Lurah dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemban-
gunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
dan :

f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan
warga atau anggeta dalam RT.

Sekretaris RT dan/atau Sekretaris RW sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan

ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan tugas-tugas administras:
surat menyurat, kearsipan, pendataan dan
pelaporan;

b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain
yang diberikan oleh Ketua;

c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila
Ketua berhalangan yang bersifat sementara;
dan

d. merumuskan program keria dan rencana.
keuangan.-

Bendahara RT dan/atau Bendahara RW seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat {1) hur-

uf ¢ dan ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pencatatan dan penyim-
panan keuangan serta kekayaan RT dan/atau
RW;

b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan
laporan penggunaan keuangan serta penyim-
panan saldo keuangan;

c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan
berkaia;

d. disiplin, profesional, transparan, akuntabel

dan efektif serta mampu memilih skala priori-

tas; dan

e. merencanakan alokasi keuangan sesuai pos
yang sudsah dianggarkan.

Bidang RT dan/atau Bidang RW sebagaimana di-

-maksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat

(2) huruf d, mempunyai tugas yang ditentukan
oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan RT dan/atau
RW yang bersangkutan.

Pasal 23
Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempu-

nyai fungsi :

a.

b.

1

(2)

menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT dan/
atau RW;

menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat
dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan
secara kekeluargaan;

menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran
aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan; dan
memberdayakan masyarakat yang menjadi tang-
gung jawabnya agar lebih mandiri, memiliki ini-
siatif dan menjadi masyarakat partisipatif demi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai

kewaijiban :

a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya
dalam kepengurusan; ]

b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada
penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan
perunclang-undangan; dan

c. memberikan pelayanan kemasyarakatan ke-
pada penduduk tanpa diskriminasi.

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempunyai

hak :

a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Keca-
matan, Pemerintah KotalKabubaten, Pemerin-
tah Provmsi dan Pemerintah Pusat;

b. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah
RT dan/atau Musyawarah-RW dan pertemuan
lainnya; dan

c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang
menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai
pengurus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Ketua RT dan/atau Ketua RW
Pasal 25
Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT dan/

atau Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

warga Negara Republik Indonesia yang bertagwa
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kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun
atau kurang tetapi sudah/pernah menikah, ber-
badan sehat yang dibuktikan dengan Surat Ket-
erangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas
Kelurahan/Kecamatan;

penduduk setempat yang telah dan bertempat
tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk

{(KTP) RT/RW setempat paling sedikit 3 (tiga) ta- -

hun terakhir;

setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik In-
donesia;

mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedu-
Lian dan bersedia mendukung dan membantu
terlaksananya program/kebijakan pemerintah
dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/
bangsa, umum/masvarakat di atas kepentingan
pribadi/golongan;

dapat menjadi panutan, berkelakuan baik yang
" dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Ke-
polisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian, jujur,
adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersi-
kap netral dalam berpolitik;

cakap berbicara, membaca dan menulis datam
bahasa Indonesia;

bukan PNS Pemerintah Daerah;

membuat surat pernyataan tidak merangkap ja-
batan anggota dan/atau pengurus Lembaga Ma-
syarakat Kelurahan (LMK}, Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM), RT, RW, Dewan Kota/
Dewan Kabupaten, Koperasi Jasa Keuangan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
{(KJK-PEMK) atau lembaga kemasyarakatan lain-
nya serta bukan merupakan anggota salah satu
partai politik sebagaimana tercantum dalam For-
mat 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
membuat surat pernyataan kesanggupan melak-
sanakan tugas, tanggung jawab, memberikan in-
formasi yang benar dan mendukung serta mem-
bantu program Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan
Gubernur ini; dan i
Khusus untuk Perumahan/Komplek TNI/Polri,
selain memenuhi persyaratan sebagaimana ke-
tentuan huruf a sampai dengan huruf j, harus
merupakan personel/anggota TNI/Polri aktif atau
Purnawirawan TNI/Polri yang telah bertempat

(1)

(2)

(3)

(4)

{1)

(2)

(3)

(4)

tinggal paling sedikit 3 (tiga} tahun terakhir yang
dibuktikan dengan Surat Izin Penghunian (SIP)
atas namanya sendiri.

Bagian Keempat
Pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW
Pasal 26

Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia

pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah seb-

agaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran

Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteransan
dan Ketertiban Kelurahan atau PNS Kelurahan
yang ditunjuk oleh Lurah sebagai Ketua;

b. Ketua atau Pengurus RW sebagai Sekretaris;
dan

c. Ketua atau Pengurus RT ditambah 2 idua)
orang tokoh masyarakat RT setempat sebagai
Anggota.

Penentuan Ketua atau Pengurus RW sebagai Sek-

retaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dilakukan oleh Ketua
panitia pemilihan dalam Musyawarah RT bersama

Pengurus RW.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) menetapkan tata tertib pemilihan Ketua |

RT dalam Musyawarah RT.

Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud |

pada ayat (3) meliputi :

a. tahapan/tata cara pemilihan;

b. hak suara pemilih; dan

c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.

Pasal 27
Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme |
musyawarah untuk mencapai mufakat.
Mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Ket-
ua RT dilakukan dengan cara pemungutan .suara
untuk mennlih calon Ketua RT yang mendapat su-
ara terbanyak menjad: Ketua RT.
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih caton Ketua |
RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak
sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan
pemungutan suara kembali terhadap calon yang
memperoleh suara terbanyak sama.
Apabila dalam pemungutan suara kembali seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3) tetap meng-
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(5)

(1)

(2)

(3)

(4}

{1)

(2)

L 3)

hasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka
penetapannya dapat dilakukan dengan cara pe-
milihan oleh panitia tetapi tidak termasuk Ketua
panitia pemilihan dan/atau dengan cara pengun-
dian.

Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita
acara pemilihan sebagaimana tercantum dalam
Format 5 lampiran Peraturan Gubernur ini dan
disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah
untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 28
Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia
pemilihan Ketua RW yang disahkan Lurah seb-
agaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran
Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :
a. Wakil Lurah atau PNS Kelurahan yang ditun-
juk oleh Lurah sebagai Ketua;
b. Ketua atau Pengurus RT sebagai Sekretaris;
dan
c. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat RW sebagai
Anggota.
Penentuan Ketua atau Pengurus RT sebagai Sek-
retaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dilakukan oleh Ketua
panitia pemilihan dalam Musyawarah RW.
Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) menetapkan tata tertib pemilihan Ketua
RW dalam Musyawarah RW.
Tata tertib peniilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi :
a. tahapan/tata cara pemilihan;
b. hak suara pemilih; dan
c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.

Pasal 29
Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme
musyawarah untuk mencapai mufakat.
Mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Ket-
ua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara
untuk memilih calon.Ketua RW yang mendapat
suara terbanyak untuk menjadi Ketua RW.
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Xetua
RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak
sama, maka panitia pemilihan dapat melakukan
pemungutan suara kembali terhadap calon yang
memperoleh suara terbanyak sama.

_ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(4)

{8)

(1)

(2)

(3)

{1}

(2)

(3)

(4)

Apabila dalam pemungutan suara kembali seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3} tetap meng-
hasilkan pemilih suara terbanyak sama, maka
penetapannya dapat dilakukan dengan cara pe-
milihan oleh panitia tetapi tidak termasuk ketua
panitia pemilihan dan/atau dengan cara pengun-
dian.

Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam beri-
ta acara pemilihan sebagaimana tercantum dalam
Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini dan
disam-oaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah
untuk di:etapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 30
Apabila pada saat habis masa pencalonan pe-
milihan Ketua RT dan/atau Ketua RW tidak ada
1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri dan/
atau ada permasalahan lain dalam kepenguru-
san RT dan/atau kepengurusan RW, maka Lu-
rah dapat menunjuk Careteker dari PNS sam-
pai dengan terbentuknya kepengurusan RT/RW
yang baru dan jabatan Careteker paling lama 3
(tiga) bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi
kembali.
(;areteker Ketua RT danfatau Ketua RW seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
hak dan kewajib an yang sama sebagaimana Ket-
ua RT dan/atau Ketua RW dan/atau pengurus RT
dan/atau pengurus RW definitif.
Careteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat membentuk kepengurusan sementara RT
dan/atau RW yang berasal dari masyarakat den-
gan Keputusan Lurah.

Pasal 31
Ketua RT dan/atau Ketua RW terpitth, memben-
tuk Pengurus RT dan/atau Pengurus RW paling
lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemili-
han.
Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh mempunyai hubungan
kekerabatan suami/istri dan anak.
Susunan Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dis-
ampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan
Keputusan Lurah.
Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada

_ ayat (3} disahkan oleh Camat atas nama Waliko-

ta/Bupati.
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(1

(2)

{1}

(2)

(3)

(1)

(2)

{3)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

Pasal 32

Apabila dalam waktu 1 {satu) bulan sejak terpili-
hnya Ketua RT dan/atau Ketua RW belum mem-
bentuk dan/atau menyampaikan daftar kepen-
gurusan RT dan/atau kepengurusan RW, maka
Lurah dapat menunjuk pengurus sementara sam-
pai dengan terbentuknya pengurus RT dan/atau
pengurus RW definitif.

Pengurus sermentara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas, fungsi, kewa-
jiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

Bagian Kelima
Masa Bakti Pengurus
Pasal 33
Masa bakti Pengurus RT dan/atau Pengurus RW
selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
dibuatnya berita acara pemilihan Ketua RT dan/
atau Ketua RW dan/atau saat penandatanganan
berita acara penyerahan tugas dan tanggung jaw-

ab dari panitia pemilihan kepada Ketua RT dan/.

atau Ketua RW terpilih, kemudian ditetapkan den-
gan Keputusan Lurah,

Ketua RT dan/atau Ketua RW hanya dapat dipilih
untuk 2 (dua) kali masa bakti dalam jabatan yang
sama secara berturut-turut.

"Penetapan 2 (dua) kali masa bakti dalam jabatan

yang sama secara berturut-turut sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) terhitung sejak pemilihan
yvang berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

Sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 33, paling lambat 1 {satu)
bulan Ketua RT wajib melaporkan kepada Lurah
dan Ketua RW, guna dilaksanakan pembentukan
panitia pemilihan Ketua RT periode berikutnya.
Sebelum berakhirnya masa bakti sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 33, paling lambat 1 (satu)
bulan Ketua RW wajib melaporkan kepada Lurah
guna dilaksanakan pembentukan panitia pemili-
han Ketua RW pada periode berikutnya.
Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang bera-

khir masa baktinya, berkewajiban membuat Beri- |

ta Acara Serah Terima tugas/tanggung jawab dan
keuangan/inventaris kepada pengurus yang baru
sebagaimana tercantum dalam Format 7 dan For-
mat 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(1)

(2)

(1

(2)

(3)

(4)

(5}

Pasal 35

Pengurus RT dan/atau Pengurus RW berhenti se-

belum habis masa baktinya dalam hal :

a. meninggal dunia;

b.  mengundurkan diri sebagai pengurus; atau

c. dinonaktifkan.

Dalam hal Pengurus RT dan/atau Pengurus RW

dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf c, apabila :

a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji
yang menyebabkan hilangnya kepercayaan
warga terhadap kepemimpinannya sebagai
Pengurus RT dan/atau Pengurus RW;

b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 3, Pasal
17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20;

c. melakukan tindakan .yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

pemerintah, melanggar peraturan daerah dan
norma-norrna kehidupan masyarakat;

d. berhalangan tetap atau tidak dapat melak- |

sanakan tugas sebagai Pengurus RT dan/atau
Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-
turut; dan

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 36

Keputusan menonaktifkan ‘Pengurus RT seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), di-
lakukan dalam Musyawarah RT.

Hasil Musyawarah RT untuk menanaktifkan Pen-
gurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah un-
tuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

.Lurah dapat menonaktifkan Ketua dan/atau Pen- |

gurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2) atas usul masyarakat dan/atau hasil
temuan di lapangan dengan memperhatikan alat
bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musy-
awarah RT. :

Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3}, Lurah melakukan pembinaan den- “

gan cara memberikan teguran lisan dan teguran
tertulis.

Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada |

ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Waliko:a/
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(1

(2)

(3)

| {4)

(5)

{1

(2}

{3}

Bupati Administrasi.

Pasal 37
Keputusan menonaktifkan Pengurus RW seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), di-
lakukan dalam Musyawarah RW.
Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pen-
gurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
disampaikan melalti Ketua RW atau langsung ke-
pada Lurah untuk d:tetapkan dengan Keputusan
Lurah.
Lurah dapat menonaktifkan Ketua dan/atau Pen-
gurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2} atas usul masyarakat dan/atau hasil
temuan di lapangan dengan memperhatikan alat
bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musy-
awarah RW.
Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud
pada ayat {3), Lurah melakukan pernbinaan den-
gan, cara memberikan teguran lisan dan teguran
tertulis.
Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Waliko-
ta/Bupati.

Pasal 38
Dalam hal Ketua RT dan/atau Ketua RW berhenti
sebelum habis masa baktinya sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 35 ayat (1), maka dilaku-
kan pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW baru
dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur
dalam Pasal 26 dan Pasal 27 serta Pasal 28 dan
Pasal 29.
Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengu-
rusan yang baru dengan masa bakti 3 (tiga) tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan
Gubernur ini.
Dalam hal pengurus selain Ketua berhenti/non
aktif sebelum habis masa baktinya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Ketua RT dan/
atau Ketua RW menunjuk penggantinya dan mel-
aporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan
Keputusan Lurah.

BAB VI
MUSYAWARAH
Bagian Kesatu

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

(1

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5}

{1}

(2)

Musyawarah RT
Pasal 39

Musyawarah RT merupakan wadah permusy-

awaratan dan permufakatan dalam lingkungan

RT.

Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana

dimaksud pada ayat {1), berfungsi untuk :

a. memusyawarahkan tata tertib pemilihan Ket-
ua RT;

b. menonaktifkan Pengurus RT;

menyusun tata tertib RT;

d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan
RT;

e. membahas masalah keuangan/iuran, keaman-
an, ketertiban dan kebersihan lingkungan ser-
ta kegiatan RT;

f. mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus
RT; dan ~

g. ‘membahas pembentukan dan pemecahan
atau penggabungan maupun penghapusan
RT.

&

Pasal 40
Keputusan Musyawarah RT dinyatakan sah apa-
bila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 {dua pertiga)
dari jumlah peserta Musyawarah RT.
Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musy-
awarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka Musy-
awarah RT berikutnya dianggap sah.
Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RT
mengutamakan pada asas musyawarah dan mu-
fakat.
Apabila tidak diperoleh mufakat sebagaimana di-
maksud pada ayat (3), pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
Keputusan Musyawarah RT tidak boleh berten-
tangan dengan ketentuan peraturan perundan-
gan-undangan.

Bagian Kedua
Musyawarah RW
Pasal 41

Musyawarah RW merupakan wadah permusy-
awaratan dan permufakatan dalam lingkungan
RW.

Penyelenggaraan Musyawarah RW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk :
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a. memusyawarahkan tata tertib pemilihan Ket-
ua RW;

b. menonaktifkan Pengurus RW;

c. menyusun tata tertib RW;

d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan
RW;

e. membahas masalah keuangan/iuran, keaman-
an, ketertiban dan kebersihan lingkungan ser-
ta kegiatan RW;

f. mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus
RW; dan

g. membahas pembentukan dan pemecahan
atau penggabungan maupun penghapusan
RW.

Pasal 42
(1) Keputusan Musyawarah RW dinyatakan sah apa-

bila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

dari jumlah peserta Musyawarah RW.

{2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musy-
awarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka Musy-
awarah RW berikutnya dianggap sah.

(3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RW
mengutamakan pada asas musyawarah dan mu-
fakat. ]

(4) Apabila tidak diperoleh mufakat sebagaimana di-
maksud pada ayat (3), pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

(5) Keputusan Musyawarah RW tidak boleh berten-
tangan dengan ketentuan peraturan perundangan
undangan.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 43

{1) Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau
Pengurus RW dengan Lurah bersifat konsultatif
dan koordinatif.

{2) Hubungén kerja antara Pengurus RT dan/atau
Pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan
lainnya bersifat kprisultatif dan koordinatif.

(3} Hubungan kerja antara Pengurus RT dan/atau

" Pengurus RW dalam 1 (satu) Kelurahan bersifat
kerja sama, saling membantu dan bersinergi.

BAB Vil
PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN

RT DAN/ATAU RW
Pasal 44

(1} Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT dan/atau

RW dapat diperoleh dari :

a. swadaya penduduk RT dan/atau RW;

b. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

¢. bantuan lain yvang sah dan tidak mengikat;
dan/atau

d. usaha-usaha lain yang sah.

(2} Ketentuan dan peﬁetapan besarnya iuran yang
merupakan swadaya penduduk RT dan/ atau pen-
duduk RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan dalam Musyawarah RT dan/

- atau Musyawarah RW.

{3) Pengurus RT dan/atau Pengurus RW dilarang
memungut biaya terkait dengan pemberian surat
pelayanan masyarakat/surat keterangan.

Pasal 45

Kekayaan RT dan/atau kekayaan RW yang
berupa uang dan barang inventaris harus dikelola se-
cara tertib, transparan, tercatat dan dapat dipertang-
gung jawabkan serta diserahterimakan oleh Ketua/
Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang habis masa
baktinya kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW yang
baru terpilih. ’

BAB IX
ADMINISTRASI
Pasal 46
{1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam
membantu penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat Pengurus RT dan/atau
Pengurus RW mempergunakan kelengkapan ad-
ministrasi sebagai pendukung. -
{2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas ;
a. Kop surat RT/RW:
b. Surat pengesahan panitia pemilihan;
¢c. Surat pengantar warga; dan
d. Stempel RT/RW. ,
(3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format
9 sampai dengan Format 11 Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

BAB X
PEMBINAAN:




Pasal 47

{1) Pemerintah Daerah _menyelenggarakan pembi-
naan Pengurus RT dan/atau Pengurus RW.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. pemberian penghargaan atas presta3| dan kin-
erja yang telah dicapai Pengurus RT dan/atau
Pengurus RW;

b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan
RT dan/atau RW; ‘

¢c. pemberian pedoman pendidikan dan pelati-
han;

d. pemberian pedoman penyusunan perenca-
naan pembangunan partisipatif;

e. melakukan bimbingan, supervisi dan konsuita-
si terhadap Pengurus RT dan/atau Pengurus
RW: dan

f. menetapkan pemberian bantuan uang peny-
elenggaraan tugas dan fungsi RT dan/atau
RW atau sebutan lain sesuai kemampuan dan
kebijakan keuangan daerah.

{3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan uang
penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan/atau
RW atau sebutan lain ditetapkan dengan Keputu-
san Gubernur. ,

BABXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
(1} Pengurus RT dan/atau Pengurus RW yang ditetap-
" kan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini
tetap menjalankan tugas- sampai dengan habis
masa baktinya.

{(2) Kepengurusan RT dan/atau Kepengurusan RW
yang habis masa baktinya setelah Peraturan Gu-
bernur ini berlaku, masa bakti berikutnya menye-
suaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gu-
bernur ini.

{3) Dalam hal Kepengurusan RT dan/atau Kepengu-
rusan RW di lingkungan rumah susun, kondomin-
jum, asrama, apartemen, Ruko/Rukan, Flat atau
sejenisnya yang terdapat permasalahan,‘konflik‘

internal pengurus Perhimpunan Pemilik dan'Peng-

huni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sebelum ber-
lakunya Peraturan Gubernur ini, maka dilakukan

pemilihan ulang Ketua RT dan/atau Ketua RW '

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Guber-
. nur ini.
BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 ten-
tang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun War-
ga; dan

b. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 ten-
tang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tet-
angga dan Rukun Warga.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016
GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72115

Catatan Redaksi :
- Karena siasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)
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